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ABSTRAK  

Inayah Wulan Dari (2025): Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksplotasi 

Seks Komersial Terhadap Anak di Kepolisian 

Resor Kota Kampar. 
 

 Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Seks 
Komersial di Kepolisian Resor Kampar. Bentuk Penegakan  yang di dapatkan 

Pelaku selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung sudah sesuai 
dengan proses hukum yang berlaku, adapun mulai dari tahap 
penyelidikan,penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat 
pemeriksaan anak belum tersedianya sarana dan prasarana yang di dapatkan 
selama proses ini berlangsung. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui 
penegak hukum yang di lakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana 
eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar. Adapun 
rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Penegakan Hukum 
Tindak Pidana Eksplolitasi Seks Komersial Terhadap Anak Di Kepolisian Resor 
Kampar. Kedua, Apa Faktor penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Eksplolitasi Seks Komersial Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Kampar. 

 Skripsi ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan 
pendekataan kualitatif di mana pedekatan tersebut dilakukan sesuai dengan 
fenomena yang terjadi di lapangan dengan melakukan pengkajian terhadap 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan lainnya yang 
berkaitan dengan judul skripsi ini. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di 
Kantor kepolisian resor Kampar.  

Hasil penelitian mengenai Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks 
komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar menunjukkan bahwa 
Penegakan hukum tindak pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di 
kepolisian resor kampar belum terlaksana secara maksimal, mulai dari tahap 
penyelidikan, penyidikan dan penahanan belum ada ruangan khusus tempat 
pemeriksaan anak. Di samping itu juga kurangnya sarana prasarana seperti rumah 
aman,dan ruangan pemeriksaan khusus anak. sehingga penegakan hukum tindak 
pidana eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar secara 
keseluruhan belum dapat memberikan hak-hak anak sebagaimana yang ditentukan 
oleh undang-undang. Faktor penghambat Penegakan hukum tindak pidana 
eksploitasi seks komersial terhadap anak di kepolisian resor kampar antara lain 
adalah, faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa faktor dari kuntitas 
dan kulitas personil serta dana yang terbatas terhadap operasional penyelidikan 
dan penyidikan, sedangkan faktor eksternal berupa korban yang berusia di bawah 
umur  biasanya sulit berkimunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap 
tindakan yang sedang ia alami, biasanya anak yang keterbelakangan mental sulit 
dalam memberikan keterangan karena masih di bawah umur, belum tersedianya 
ruangan khusus anak dan rumah aman sehingga menyulitkan dalam proses 
pemeriksaan, sehingga tidak dapat membuat anak nyaman, serta masih 
kekurangan personil dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 
anak. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan, Eksploitasi Seksual Anak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum melrupakan selluruh aturan ti lngkah laku belrupa norma atau 

kai ldah bai lk telrtuli ls maupun ti ldak telrtuli ls yang dapat melngatur dan 

melnci lptakan tata telrti lb dalam masyarakat yang harus di ltaati l olelh selti lap 

anggota masyarakatnya belrdasarkan kelyaki lnan dan kelkuasaan hukum i ltu. 

Hukum di lbutuhkan olelh masyarakat agar telrci lptanya keltelrti lban di l dalam 

masyarakat. Hukum melli lputi l kelhildupan manusi la dalam pelrgaulan masyarakat 

yang melnyangkut hi ldup dan kelhi ldupan manusi la agar hi ldup telratur, selrta 

melrupakan peldoman dan patokan si lkap ti lndakan atau pelri llaku yang pantas 

dalam pelrgaulan hi ldup antar manusi la.
1
 

Hukum belri lsi l pelri lntah dan larangan yang belrsi lfat melmaksa yang 

di lbuat olelh badan-badan relsmi l yang belrwaji lb yang melngatur selgala 

kelhi ldupan masyarakat dan harus di lpatuhi l olelh selti lap i lndi lvildu dalam 

masyarakat. Hukum melnjadi l acuan dan peldoman bagi l pelnelgak hukum dalam 

mellaksanakan tugasnya dalam melnelgakkan keladi llan. Olelh karelna i ltu selgala 

usaha yang telrkai lt delngan hukum harus di larahkan untuk melnelmukan selbuah 

si lstelm hukum yang pali lng cocok delngan pri lnsi lp keladi llan mellalui l pelnelgakan 

hukum. Pelnelgakan hukum telntunya ti ldak telrlelpas dari l pelrli lndungan hak asasi l 

manusi la, bai lk i lndi lvi ldu maupun bagi l manusi la selcara kelsellelruhan.  

 

                                                      
1
 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 22. 
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Dalam pelrli lndungan hak asasi l manusi la, anak juga telrmasuk di l 

dalamnya yang harus di lli lndungi l hak asasi lnya selbagai l manusi la dan selbagai l 

warga Nelgara. Anak melrupakan makhluk Tuhan Yang Maha Elsa dan makhluk 

sosi lal, seljak dalam kandungan sampai l di llahi lrkannya melmpunyai l hak atas 

hi ldup dan melrdelka selrta melndapat pelrli lndungan yang bai lk adalah kelwaji lban 

ki lta belrsama, agar i la bi lsa tumbuh dan belrkelmbang delngan bai lk dan dapat 

melnjadi l pelngelmban ri lsalah pelradaban bangsa i lni l.
2
 

Anak adalah kelturunan atau gelnelrasi l selbagai l suatu hasi ll dari l hubungan 

kellami ln dari l pelrelmpuan dan laki l-laki l. Anak juga melrupakan pelnelrus gelnelrasi l 

bangsa yang melmpunyai l arti l pelnti lng dalam pelmbangunan nasi lonal maka dari l 

i ltu anak belrhak melndapat pelrli lndungan delngan bai lk. Upaya-upaya 

pelrli lndungan anak harus di lmulail seldi lni l mungki ln, agar kellak dapat 

belrparti lsi lpasi l selcara opti lmal dari l pelmbangunan bangsa dan nelgara.
3
 Selti lap 

anak dapat belrkelmbang selcara bai lk di lpelrlukan pelrli lndungan telrhadap anak 

dari l ti lndak pi ldana kelkelrasan fi lsi lk, psi lki ls, di lskri lmilnasi l, pelngelksploi ltasil 

selksual anak, hak si lpi ll dan kelbelbasan. Delngan pelrli lndungan anak, kelbelradaan 

anak yang melnjadi l tanggung jawab bangsa di lharapkan dapat melnyongsong 

masa delpan selcara bai lk dalam kelhi ldupan li lngkungan kelluarga maupun 

di llilngkungan masyarakat.  

Anak selharusnya melndapat pelrli lndungan, kasi lh sayang, dan 

pelngawasan dari l orang tua di ljaga, di lrawat, selrta di l di ldi lk selcara bai lk mellalui l 

                                                      
2
 Nilma Suiryani dan Nani Mulyati, Pengakan Hukum terhadap Pelaku Eksploitasi 

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
3
 Nashariana, Perlindungan Hukum pidana bagi anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), h. 51. 
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ci lri l-ci lri l yang di lmi llilki l olelh anak pada umumnya agar ti ldak telrwujudnya ti lndak 

pi ldana telrhadap anak.  

Orang tua sangat belrpelran akti lf untuk melncelgah Pelngelksploi ltasil 

telrhadap anak adalah salah satu belntuknya belrupa pelngelksploi ltasi l selksual. 

Elksploi ltasil selksual anak adalah pelnggunaan selselorang anak untuk tujuan-

tujuan selksual guna untuk melndapatkan uang, barang atau jasa bagi l pellaku 

elksploi ltasi l, pelrantara atau ageln dan orang-orang lai ln yang melndapatkan 

keluntungan dari l elksploi ltsi l selksual pada anak telrselbut. 

Elksploi ltasil selksual melrupakan pellanggaran telrhadap hak anak yang 

melndasar di lmana anak di ljadi lkan objelk selksual dan objelk komelrsi lal. Melnurut 

ElCPAT ilntelrnasi lonal ada li lma belntuk ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selksual  anak 

yai ltu pellacuran anak, pornografi l anak,pelrdagangan anak untuk tujuan selksual, 

pelri lwi lsata selks anak dan pelrni lkahan anak.
4
 Namun melnurut dokumeln lai ln 

melmbagi l elksploi ltasi l selksual dalam ti lga belntuk yai ltu pellacuran anak, 

pornografi l anak dan pelrdagangan anak untuk tujuan selksual. 

Kelkelrasan, pellelcelhan, dan elksploi ltasi l selksual i ltu bahkan bukan hanya 

melni lmpa pelrelmpuan delwasa, namun juga pelrelmpuan yang telrgolong di lbawah 

umur (anak-anak), keljahatan selksual i lni l juga ti ldak hanya belrlansung di l 

li lngkungan pelrusahaan, pelrkantoran atau di l telmpat-telmpat telrtelntu yang 

melmbelri lkan pelluang manusi la belrlai lnan jelni ls dapat sali lng belrkomuni lkasi l, 

namun juga dapat telrjadi l di l lilngkungan kelluarga. Hal cukup melmpri lhati lkan 

adalah kelcelndrungan maki ln melrakyat keljahatan selksual yang ti ldak hanya 

                                                      
4
 https:/www.Researchgate.net/publication/305760023,Tindak Pidana Esploitasi Sesual 

Anak Dalam Hukum Positif Indonesia,Diakses pada 6 september 2023, pukul 11:35 
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melni lmpa pelrelmpuan delwasa, tapi l juga melni lmpa anak-anak di lbawah umur. 

Anak-anak pelrelmpuan i lni l di ljadi lkan selbagai l objelk komodi ltas (pelrdagangan) 

atau pelmuas nafsu beljad (ani lmali lsti lk) dari l selselorang dan kellompok telrtelntu 

yang melnjalankan bi lsni ls selksual guna melrai lh keluntungan elkonomi l belrli lpat 

ganda.
5
 

Pelrli lndungan hukum telrhadap anak dalam hukum pi ldana di latur dalam 

Undang-Undang khusus yai ltu Undang-undang pelrli lndungan anak, Undang-

undang kelseljahtelraan anak, dan undang-undang yang melngatur telntang anak. 

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Relpubli lk Ilndonelsi la Nomor 4 

Tahun 1976 telntang kelseljahtelraan anak, di ltelntukan bahwa:”anak belrhak atas 

pelmelli lharaan dan pelrli lndungan bai lk selcara selmasa kandungan maupun 

selsudah di llahilrkan”. Pelrli lndungan hukum telrhadap anak dalam hukum pi ldana 

di l atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telntang Pelrubahan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Telntang Pelrli lndungan Anak dan 

Undang-Undang yang melngatur telntang anak. Dalam Pasal 15 Undang-

undang No. 35 Tahun 2014 dilselbutkan bahwa seltilap anak belrhak untuk 

melmpelrolelh pelrli lndungan dari l: 

1. Pelnyalahgunaan dalam kelgi latan poli lti lk; 

2. Pelli lbatan dalam selngkelta belrselnjata; 

3. Kelli lbatan dalam kelrusuhan sosi lal; 

4. Pelli lbatan dalam pelri lsti lwa yang melngandung unsur kelkelrasan;  

5. Pelli lbatan dalam pelpelrangan; 

6. Keljahatan sosi lal. 

Anak melnurut Pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

telntang pelrubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2002 adalah selselorang yang 

                                                      
5
 Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan,  Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual Advokasi atau Hak Asasi Perempuan, (Bandung: PT rafika aditama, 2011), h.37 
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bellum belrusi la 18 (dellapan bellas) tahun, telrmasuk anak yang masi lh di ldalam 

kandungan. Unsur-unsur ti lndak pudana pelngelksploi ltasi l selksual telrhadap anak 

selbagai lmana di latur dalam Pasal 76 Il Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 

adalah : 

1. Selti lap orang; 

2. Unsur di llarang melnelmpatkan, melmbi larkan, mellakukan, 

melnyuruh, mellakukan atau turut selrta mellakukan elksploi ltasi l 

selcara elkonomi l dan/atau selksual telrhadap anak. 

Praktelk elksploi ltasi l selksual anak telrus-melnelrus belrlansung selolah ti ldak 

ada helnti lnya. Anak-anak ”di lhalalkan” untuk di lsantap olelh para pelgi lat selks 

anak. Selks anak pun melnjadi l i lndustri l yang luar bi lasa melraup keluntungan, 

selhi lngga para pelngambi ll keluntungan i lni l tildak mau belgi ltu saja melnghelnti lkan 

langkah-langkah ”bi lsni ls” selks anak.  

Faktor pelndorong mellakukan elksploi ltasi l selksual pada anak melli lputil 

faktor kondi lsi l elkonomil yang relndah (kelmi lski lnan) anak-anak di lpelkelrjakan 

selks selbagai l pelmuas delngan i lmbalan hadi lah belrupa uang atau i lmbalan 

lai lnnya, faktor li lngkungan kelluarga melrupakan hal yang pali lng melnonjol 

yang melnyelbabkan anak melncari l telmpat pellari lan dan reltan teljelrumus selbagail 

korban elksploi ltasi l selksual karna kurangnya pelrhati lan, pelngabai lan atau 

pelnellantaran telrhadap anak, dan elksploi ltasi l elkonomi l dillakukan orang tua 

delngan melnjual atau melmpelkelrjakan anak-anaknya guna melmbelri lkan 

kontri lbusi l kelpada pelndapatan kelluarga faktor li lngkungan sosi lal, dan faktor 
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pelrgaulan yang belrhubungan delngan faktor gaya hi ldup (konsumtilf).
6
 

Ti lndak pi ldana Elksplotasi l Selks komelrsi lal akhi lr ilni l telrjadi l di ltelngah-

telngah masyarakat. Salah satunyan di l Kabupateln Kampar pada 23 Oktobelr 

2022 Kelpoli lsi lan Relsor Kampar melndapatkan laporan adanya ti lndak pi ldana  

Elksplotasi l Selks komelrsi lal telrhadap anaknya selndi lri l. 

Kasus i lni l telrjadi l di l jalan poros delsa Ki ljang makmur Kelcamatan 

Tapung Hi lli lr Kabupateln Kampar dalam kasus i lni l telrdapat dua orang Pellaku 

yakni l SN (39) dan MC (29), kelrduanya  telrli lbat dalam elksploi ltasi l anak untuk 

di lpelkelrjakan di l kafel mi lli lk pri lbadi l yang awalnya, SN (39) melmi lnta tolong MC 

(29) untuk melncari l pelrelmpuan yang akan di ljadi lkan lady compani lon (LC)  

pelndampi lng lagu di l kafel milli lk pellaku SN (39), dan MC (29) melndapati l dua  

korban yang telrnyata gadi ls yang masi lh di lbawah umur yakni l KM (17) dan DF 

(15)   yang di lpelkelrjakan di l kafel mi lli lk pellaku SN (39)  untuk mellayani l tamu 

kafel yai ltu melmbuka mi lnuman belralkohol, telrmasuk juga ji lka ada tamu yang 

melngajak belrhubungan (opeln Bo) . 

Kasus elksploi ltasi l i lni l sudah belrlansung  lama, SN (39) juga selcara 

selngaja melngambi ll keluntungan dari l pada korban selusai l mellakukan 

pelkelrjaannya. Korban juga mellayani l nafsu beljat para tamu, Korban juga 

mellakukan pelrseltubuhan seltellah tamu mellakukan nelgosoasi l harga dan korban 

selmpat melngumpulkan uang selbanyak Rp 1.300.000, namun di lambi ll olelh 

Pellaku delngan alasan di lsi lmpan. Korban juga pelrnah melmi lnta pulang, namun 

pellaku mellarang dan melngatakan kalau i lngi ln pulang atau kelluar dari l kafel ilni l 

                                                      
6
https:/www.Researchgate.net/publication/305760023_Tindak_Pidana_Ekploitasi_Seksu

al_ Anak_dalam_Hukum Positif Indonesia, Diakses pada 6 september 2023,pukul 11:50 
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harus melncari l pelngganti l. 
7
 

Hukuman atas pelrbuatan pellaku selbagai lmana di l atur dalam Pasal 88 Jo 

Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telntang pelrubahan atas 

Undang-undang RIl Nomor 23 tahun 2002 telntang pelrli lndungan anak atau 

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RIl Nomor 27 tahun 2007 telntang Pelmbrantasan 

ti lndak pi ldana pelrdagangan orang. 

Belrdasarkan urai lan dan pelrsoalan di latas telrselbut melnari lk pelrhati lan 

pelnuli ls untuk mellakukan pelnelli lti lan delngan judul “Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Eksploitasi Seks Komersial terhadap Anak di Kepolisian 

Resor Kampar.” 

B. Batasan Masalah 

Melrujuk kelpada pelmbahasan di l atas, pelnulils melmbatasi l pelrmasalahan 

yang akan di ltuangkan dalam pelnuli lsan pelnelli lti lan i lni l agar ti ldak telrlalu luas 

dalam pelmbahasannya. Pelnuli ls akan melmbahas melngelnai l pelnelgakan hukum 

ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selks komelrsi lal telrhadap anak di l kapoli lsi lan relsor 

Kampar dan faktor apa saja yang melnghambat pelnelgakan hukum ti lndak 

pi ldana elksploi ltasi l selks komelrsi lal telrhadap anak di l Kapoli lsi lan Relsor Kampar. 

C. Rumusan Masalah  

Belrdasarkan Pelmaparan latar bellakang di l atas, i lnti l atau pokok masalah 

yang akan di ltelli lti l di ldalam pelnelli lti lan i lni l adalah selbagai l belri lkut: 

1. Bagai lmana pelnelgakan Hukum ti lndak Pildana Elksploi ltasil Selks Komelrsi lal 

telrhadap Anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar? 

 

                                                      
7
 IPTU Melvin, S.H, Kepala Unit PPA II Polres Kampar, wawancara, Kampar,15 

september 2023, pukul 14:30 
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2. Apa Fakto Pelnghambat dalam pelnelgakan Hukum ti lndak Pi ldana 

Elksploi ltasil selks Komelrsi lal telrhadap Anak di l Kelpoli lsilan Relsor Kampar? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Selcara umum pelnelli lti lan i lnil melnellaah telntang Bagai lmana melngelnai l 

Pelnelgakan Hukum Ti lndak Pi ldana Elksploi ltasi l Selks Komelrsi lal telrhadap Anak 

di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar 

1. Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan rumusan masalah di latas maka pelnelli lti lan belrti ljuan 

selbagai l belri lkut: 

a. Untuk melngeltahui l Pelnelgakan Hukum ti lndak Pi ldana Elksploi ltasi l Selks 

Komelrsi lal  telrhadap Anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar. 

b. Untuk melngeltahui l faktor Pelnghambat dalam Pelnelgakan Hukum ti lndak 

Pildana Elksploi ltasi l Selks Komelrsi lal telrhadap Anak di l Kelpoli lsi lan Relsor 

Kampar. 

2. Manfaat Penelitian  

Belrdasarkan tujuuan pelrmasalah di latas, maka manfaat  pelnelli li lan 

yang akan di llakuan adalah selbagai l belri lkut : 

a. Selcara Telori lti ls 

1) Hasi ll pelnelli lti lan i lni l dapat duganakan mellati lh kelmampuan dan 

keltelrampi llan pelnelli lti lan i llmilah selkali lgus seltellah i ltu dapat 

melnjellaskannya dalam hasi ll belrbelntuk skri lpsi l. 

2) Hasi ll pelnelli lti lan ilni l di lharapkan melnambah pelngeltahuan pelnuli ls 

telntang pelnelli lti lan yang di llakukan melngelnai l dalam Pelnelgakan 
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Hukum ti lndak Pi ldana Elksploi ltasil Selks komelrsi lal  telrhadap Anak 

di l Kelpoli lsilan Relsor Kampar dan belntuk melngi lmplelmelntasi lkan 

i llmu Pelngeltahuan Hukum yang di lpelrolelh dari l bangku pelrkuli lahan 

delngan pelnelrapan lapangan. 

b. Selcara Prakti ls 

1) Untuk melmbelri lkan kontri lbusil kelpada masyarakat telrutama kelpada 

masyarakat kabupatan Kampar telntang pelnelgkan hukum tilndak 

pi ldana elksploi ltasi l selks komelrsi lal telrhadap anak sellai ln i ltu dapat 

di lmanfaatkan selbagai l masukan-masukan dan melnambah 

pelngeltahuan para pelmbaca yang melmbaca hasi ll pelnelli lti lan i lni l. 

2) Mellelngkapi l syarat tugas dan melmelnuhi l syarat guna melmpelrolelh 

gellar Selrjana Hukum (SH) . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Pelnelgakan hukum melrupakan suatu rangakai lan kelgi latan dalam 

suatu rangka usaha pellaksanaan keltelntuan-keltelntuan hukum bai lk yang 

belrsi lfat pelni lndakan maupun pelncelgahan yang melncakup selluruh kelgi latan 

bai lk telkni ls maupun admi lnilstrati lf yang di llaksanakan olelh para pelnelgak 

hukum selhi lngga dapat mellahi lrkan suasana aman,damai l, dan telrti lb untuk 

melndapatkan kelpasti lan hukum dalam masyarakat.
8
 

Dalam hukum pi ldana, melnelgakkan hukum selbagai lmana di l 

kelmukakan olelh Kadri l Husmi l adalah suatu silstelm Pelngadi llan keljahatan 

yang di l lakukan olelh lelmbaga Kelpoli lsi lan, Keljaksaan, Pelngadi llan, dan 

lelmbaga Pelmasyarakatan.
9
 Pelnelgakan hukum melrupakan suatu prosels, 

pada haki lkatnya melrupakan pelnelrapan di lskrelsi l yang melnyangkut 

melmbuat kelputusan yang ti ldak selcara keltat di latur olelh kai ldah-kai ldah 

hukum, teltapi l melmpunyai l unsur pelni llai lan pri lbadi l. 

Belrkai ltan delngan tujuan dari l pelnelgakan hukum, Satjilpto Rahardjo 

belrpelndapat bahwa pelnelgakan hukum ti ldak hanya untuk melndapatkan 

kelpasti lan hukum akan teltapi l juga untuk melndatangkan kelmanfaatan sosi lal 

                                                      
8
 Bima Anggara:Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatkan Keselamatan 

Lalu lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum, tesis,semarang,2010 
9
 Ishak: dasar-dasar ilmu hukum,(Jakarta:Sinar Grafika,2012),h.224 
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dan keladi llan.
10

 

Kelpasti lan hukum dapat melncelgah selselorang dari l dan mellakukan 

ti lndakan selwelnang-welnang kelmanfaatan sosi lal belrkai ltan delngan hasi ll dari l 

pelnelgakan huki lm yang ti ldak melni lmbulkan kelrelsahan di ltelngah masyarakat 

seldangkan keladi llan belrkai ltan delngan belrbagai l kelpelnti lngan masyarakat.
11

 

Untuk melnghasi llkan pelnelgakan hukum yang dapat melni lptakan kelpasti lan 

hukum, kelmanfaatan selkali lgus keladi llan sangatlah sulilt karna kelti lga hal i lni l 

sulilt untuk di lsatukan.
12

 Pelnelgak hukum melmelgang pelranan untuk 

melnsi lnelrgi lkan kelti lga hal i lni l.
13

 

Sellai ln pelran dari l pelnelgak hukum, pelran dari l masyarakat juga 

pelnti lng dalam rangka pelnelgakan hukum yang di lwujudkan dalam belntuk 

keltaatan. Adapun melnurut Soelrjono Soelkanto, faktor-faktor yang 

melmpelngaruhi l masyarakat dan pelnelgak hukum adalah:
14

 

a. Faktor UU yang dalam arti l matelri ll belrarti l pelraturan telrtuli ls yang 

belrlaku umum dan di lbuat olelh Pelnguasa Pusat maupun daelrah yang 

sah. Hukum yang akan melmbelri lkan pelngaruh posi ltilf pada masyarakat 

harus melmelnuhi l belbelrapa asas pelraturan pelrundang-undangan yang 

di lbuat olelh pelnguasa yang lelbi lh ti lnggi l melmpunyai l keldudukan yang 

lelbi lh ti lnggi l pula undang-undang yang belrsi lfat khusus melnyampi lngkan 

undang-undang yang belrsi lfat umum undang-undang yang belrlaku 

                                                      
10

http://ejournal.unsrat.ac.id//index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888, Diakses Pada 

10 September 2023, Pukul 20:26 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Raja  

Grafindo: 2004), h.11-67 

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10302/9888
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bellakangan, melmbatalkan undang-undang yang belrlaku dahulu. 

Pelngabai lan telrhadap asas-asas i lni l dapat melni lmbulkan gangguan pada 

pelnelgakan hukum. Sellai ln iltu bellum adanya pelraturan pellaksanaan dan 

kelti ldak jellasan arti l kata-kata dalam UU juga dapat melngganggu 

pelnelgakan hukum. Kelti ldak jellasan kata dalam pelraturan pelrundang-

undangan dapat telrjadi l karelna pelnggunaan kata-kata yang arti lnya 

dapat di ltafsi lrkan selcara luas. 

b. Faktor pelnelgak hukum, yakni l melncakup pi lhak-pi lhak yang selcara 

lansung maupun ti ldak lansung belrkelci lmpung dalam bi ldang pelnelgakan 

hukum. Ada belbelrapa halangan yang bi lasa di ljumpa olelh pelnelgak 

hukum dalam rangka melnelgakkan hukum yai ltu kurangnya 

kelmampuan adaptasi l, kurang aspi lrati lf, kurang belrfi lki lr futuri lstc, 

matelri lali lsti ls, kurang i lnovati lf. Halangan-halangan telrselbut dapat di latasi l 

delngan melmbi lasakan di lri l belrsi lkap telrbuka, flelksi lbell, pelka, belri llmu, 

si lstelmati ls, pelrcaya di lri l, optilmi ls, pelnuh pelrhi ltungan, ti ldak gagap 

telknologi l, melnghormati l di lri l selndi lri l dan orang lai ln. 

c. Faktor sarana atau fasi lli ltas yang melndukung pelnelgakan hukum selpelrti l 

selmbelr daya manusi la yang belrkuali ltas dan telrampi ll, pelralatan yang 

melmadai l dan keluangan yang cukup. 

d. Faktor masyarakat, yankni l li lngkungan di lmana hukum telrselbut belrlaku 

atau di ltelrapkan. Bi lasanya masyarakat Ilndonelsi la melngarti lkan hukum 

dan bahkan melngi ldelnti lfi lkasi lkannya delngan pelnelgak hukum. 
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e. Faktor kelbudayaan, yakni l selbagai l hasi ll karya, ci lpta, dan rasa yang 

di ldasarkan pada karsa manusi la di ldalam pelrgaulan hi ldup. 

Dari l faktor yang tellah di lselbutkan i ltu, pelnelgakan atas selti lap aturan 

yang belrlaku sangan melmpelngaruhi l kelselluruhan faktor telrselbut, selhi lngga 

faktor i ltu selbagai l bagi lan yang di ljadi lkan panduan agar hukum telrselbut 

dapat di llaksanakan delngan selmaksi lmal mungki ln untuk di ltelgakkan. Pada 

i lntilnya agar hukum i ltu dapat di ltelgakkan maka selti lap orang harus melntaati l 

dan melnghormati l keltelntuan yang tellah di lteltapkan selbagai l suatu kelbi ljakan 

selhi lngga ti ldak ada pelrbuatan yang mellanggar pelrbuatan telrselbut. Teltapil 

ji lka pelrmasalahannya yang ti lmbul bellum di llaksanakan maka hukum harus 

di ltelgakkan belrdasarkan elselnsi l pelrbuatan yang di llakukan dan 

di lseli lmbangkan kelpada keltelntuan ataupun norma. Soelrjono Soelkanto 

melnyatakan:”pelnelgakan Hukum telrleltak pada kelgi latan melnyelrasi lkan 

hubungan ni llai l-ni llai l yang telrjabarkan di ldalam kai ldah-kai ldah yang mantap 

dan tahap akhi lr, untuk melnci lptakan, melmelli lhara, dan melmpelrtahankan 

keldamai lan pelrgaulan hi ldup”. 

Telgaknya suatu hukum sangat di lpelngaruhi l olelh adanya pelnyelbab 

i lntelrnal yang melmbuat kelputusan, antara lai ln: 

a. Relgulasi l i ltu selndi lri l. 

b. Subjelktilf selbagai l pellaksana di lkrelsi l hukum. 

c. Alat pelndukung belrupa selrana dan praselrana. 

d. Pellaku yang melnelrapkan hukum. 

e. Ni llai l kelbudayaan yang ada pada li lngkungan masyarkat. 

Di l atas melmi lli lkil hubungan yang pelnti lng, olelh karna i ltu melrupakan 

tolak ukur belrhasi ll atau tildaknya pelnelgakan hukum. Pada dasarnya 
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pelleltakan kelbelnaran telrhadap hukum telrkadang hanya dapat di lrasakan 

pada telori l saja, namun dalam pellaksanaannya ti ldak dapat di llaksanakan 

selcara selmpurna. Padahal hukum pada i lnti lnya melmi lli lki l tujuan untuk 

melmbelri lkan pelrli lndungan dalam kelhi ldupan masyrakat delngan cara 

melmbelri lkan kelpasti lan dan keladi llan hukum
15

. 

Teltapi l di llai ln pi lhak hukum i ltu di l tuntut untuk melmbelri lkan 

pelrwujudan telrhadap norma yang ada pada tujuannya yai ltu keladi llan. 

Melski lpun delmi lkilan maka hukum harus teltap di ldampi lngi l delngan 

kelbi ljakan lai lnnya agar belrfungsi l selndi lri l namun melmbutuhkan fungsil 

lai lnnya untuk melnata kellola kelmaslahatan dalam masyarakat. Untuk hal 

telrselbut maka di lbutuhkan suatu organi lsasi l pelndukung untuk melnelgakkan 

hukum, dilkarelnakan i lnti lnyan hukum belrkelmbang dan melngalamil 

pelrubahan selsuai l delngan pelrwujudannya. 

Selbagai l pelnelgak hukum (haki lm, jaksa, polilsi l, PPNS dan advokat) 

melrupakan si lmbol yang mellambangkan pelkelrjaan yang di llakukannya. 

Selbagai l makhluk tuhan, para pelnelgak hukum adalah manusi la bi lasa yang 

pelnuh delngan kelkurangan dalam selmua si lsil kelhi ldupan yang mellelkat pada 

di lri lnya yang melnyelbabkan kelmampuan yang di lmi llilki lnya melnjadi l sangat 

telrbatas. Melski lpun delmi lki lan dalam pellaksanaan tugas di l masyarakat, para 

pelnelgak hukum selri lng di lhadapkan pada si ltuasi l yang selcara konsi lsteln 

justru dapat melngaki lbatkan arah belrbali lk yang telrci lptanya kelti ldaktelrti lban 

dalam masyarakat, telntunya dalam hal i lni l para pelnelgak hukum di ltuntut 

                                                      
15

 Soekanto, S, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,  (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Praseda 2008),h.9. 
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selcara krelati lf, ari lf dan bi ljaksana untuk mampu melngatasi l problelm yang 

pelnuh delngan relsi lko fi lsi lk maupun psi lki ls
16

. 

Pilhak kelpoli lsi lan selbagai l salah satu aparat pelnelgak hukum tellah 

melmi llilki l kelwelnangan telrhadap tanggung jawabnya selbagai l selorang 

pelnyi ldi lk. Di lmana tanggung jawab telrselbut belrtujuan selbagai l pellaksana 

untuk dapat diltelgakkannya hukum bagi l selti lap orang maupun organi lsasi l 

yang telrorgani lsi lr selhi lngga atas hal telrselbut maka pellaksanaan ti lndakan 

kelpoli lsi lan dalam melmbelri lkan kelpasti lan hukum maka selharusnya : 

a. Polril harus profelsi lonal dalam bi ldang hukum acara pi ldana dan pelrdata 

selhi lngga i lmagel nelgati lvel bahwa polri l belkelrja belrdasar kelkuasaan aksn 

hi llang 

b. Mampu melni lngkatkan kelsadaran hukum masyarakat selhi lngga ti ldak 

melnjadi l korban dari l kelbutuhan hukum atau ti lndakan selwelnang-

welnang 

c. Mampu melnbelri lkan keltelladanan dalam pelnelgakan hukum 

d. Mampu melnolak suap atau seljelni lsnya dan bahkan selbali lknya mampu 

melmbi lmbilng dan melnyadarkan pelnyuapan untuk mellakukan 

kelwaji lban selsuai l pelraturan yang belrlaku
17

 

2. Teori Tindak Pidana 

Ti lndak pi ldana atau pelrbuatan pi ldana adalah pelrbuatan yang 

di llarang olelh suatu aturan hukum larangan mana di lselrtai l ancaman (sanksi l) 

yang belrupa pi ldana telrtelntu, bagi l si lapa saja yang mellanggar larangan 

                                                      
16

 https://bhb.co.id/2016/08/13/penegakan-hukum-dan-keadilan/, Diakses Pada 10 

September 2023, Pukul 20:29  
17

 Rahmad, R.A, Hukum Acara Pidana,(Depok, Rajawali Pers: 2009), h.108-109 



 

 

16 

telrselbut
18

. Pelrbuatan pi ldana adalah pelrbuatan yang di llarang hukum dan 

di lancam pi ldana asal saja hal i ltu di li lngat bahwa larangan di ltujukan pada 

pelrbuatannya.
19

 Dalam bahasa Bellanda ti lndak pi ldana di lselbut “straafbaar 

feli lt”. Yang telrdi lri l dari l kata “straafbaar”dan “feli lt”. Kata feli lt dalam bahasa 

Bellanda melmi lli lki l arti l selbagi lan dari l kelnyataan, seldangkan straafbaar 

melmi llilki l arti l dapat di lhukum, jadi l straafbaar feli lt adalah selbagi lan daril 

kelnyataan yang dapat di lhukum.
20

   

Pelngelrti lan straafbaar feli lt melnurut para ahli l, di lantaranya: 

a. Silmons melngarti lkan straafbaar feli lt adalah suatu ti lndakan atau 

pelrbuatan yang di lancam delngan pi ldana olelh Undang-undang, 

belrtelntangan delngan hukum dan dillakukan delngan kelsalahan olelh 

selselorang yang dapat belrtanggung jawab.  

b. Pompel melngarti lkan straafbaar feli lt adalah pellanggaran norma atau 

gangguan telrhadap hukum yang di lselngaja di llakukan olelh selorang 

pellaku, di lmana pelnjatuhan hukuman telrhadap pellaku i ltu adalah 

pelnti lng delmi l telrpelli lhara nya telrti lb hukum dan telrjami ln nya 

kelpelnti lngan umum.
21

 

c. Van Hamell melngarti lkan straafbaar feli lt adalah kellakuan orang 

(melnselli ljkel beldragi lng) yang di lrumuskan dalam weltt, belrsi lfat mellawan 

hukum, patut dilpi ldana (straaf waar dilg) dan di llakukan delngan 

                                                      
18

 Moeljatno: Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002),h.54. 
19

 Paige Reed, Punisment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender 

Registration and Restrictions, Journal Westlaw, Vol. 5, No. 2, 2017,Diakses pada 10 september 

2023,Pukul 19:00 
20

 Evi Hartanti: Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017), h.5. 
21

 Evi Hartanti: Op.Cit, h.5-6. 
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kelsalahan.
22

 

Pada pelngelrti lan para ahli l telrselbut, i lstillah ti lndak pi ldana selbagai l 

telrjelmahan straafbaar feli lt juga di larti lkan selbagai l pelri lsti lwa pi ldana, 

pelrbuatan pi ldana, pelrbuatan yang bolelh di lhukum, pelrbuatan yang dapat 

di lhukum dan pellanggaran pi ldana. 

Seldangkan Moelljatno melnggunakan i lsti llah pelrbuatan pi ldana, yang 

di ldelfi lni lsi lkan selbagai l pelrbuatan yang di llarang olelh suatu aturan hukum 

larangan mana di lselrtai l ancaman (sanksi l) yang belrupa pi ldana telrtelntu, bagil 

si lapa yang mellanggar larangan telrselbut, i lsti llah pelrbuatan pi ldana lelbi lh 

telpat delngan alasan selbagai l belri lkut: 

a. Pelrbuatan yang di llarang adalah pelrbuatannya (pelrbuatan manusi la, 

yai ltu suatu keljadi lan yang di lti lmbulkan olelh kellakuan orang), arti lnya 

larangan i ltu di ltunjukan pada pelrbuatannya. Selmelntara i ltu , ancaman 

pi ldananya i ltu di ltujukan pada orangnya; 

b. Antara larangan (yang di ltujukan pada pelrbuatan) delngan ancaman 

pi ldana (yang di ltujukan pada orangnya ),ada hubungan yang elrat. Olelh 

karna i ltu,pelrbuatan (yang belrupa keladaan atau keljadi lan yang 

di ltilmbulkan orang tadi l,mellanggar larangan) delngan orang yang 

melni lmbulkan pelrbuatan tadi l ada hubungan elrat pula. 

c. Untuk melnyatakan adanya hubungan yang elrat i ltulah, maka lelbi lh telpat 

di lgunakan i lsti llah pelrbuatan pi ldana, suatu pelngelrti lan abstrak yang 

melnunjukan pada dua keladaan konkrelt yai ltu, adanya keljadi lan telrtelntu 

                                                      
22

 Moeljatno: Op.Cit, h.56. 
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(pelrbuatan), dan adanya yang belrbuat atau yang melni lmbulkan keljadi lan 

i ltu.  

Dalam pelri lsti lwa pi ldana telrdapat syarat-syarat selbagai l belri lk: 

a. Harus ada suatu pelrbuatan manusi la ; 

b. Pelbuatan i ltu harus selsuai l delngan apa yang dilluki lskan di ldalam 

keltelntuan hukum; 

c. Harus telrbukti l adanya “Dosa” pada orang yang belrbuat, yai ltu 

orangnya harus dapat di l pelrtanggungjawabkan; 

d. Pelrbuatan telrselbut harus belrlawan hukum; 

e. Telrhadap pelrbuatan i ltu harus telrseldi la ancaman hukumannya dalam 

undang-undang
23

. 

3. Eksploitasi Seksual 

Elksploi ltasil telrdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 

21 Tahun 2007 Telntang Pelmbrantasan Ti lndak Pi ldana Pelrdagangan Orang 

adalah ti lndakan delngan atau tanpa pelrseltujuan korban yang melli lputi l ti ldak 

telrbatas pada pellacuran, kelrja atau pellayanan paksa, pelrbudakan atau 

prakti lk selrupa pelrbudakan, pelni lndasan, pelmelrasan, pelmanfaatan fi lsi lk, 

selkselal, organ relproduksi l, atau selcara mellawan hukum atau transplantasi l 

organ atau jari lngan tubuh atau melmanfaakan telnaga atau kelmampuan 

selselorang olelh pi lhak lai ln untuk melndapatkan keluntungan bai lk matelri ll 

maupun i lmmatelri ll. 

Adapun dampak yang ti lmbul telrhadap anak yang telrelksploi ltasi l, 
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antara lai ln:
24

 

a. Gaya hi ldup dan pri llaku anak melnjadi l melmbahayakan dan melngancam 

bagi l kelsellamatan di lri lnya selndi lri l. 

b. Ancaman gangguan kelselhatan belrkai ltan delngan kondi lsi l fi lsilk anak. 

4. Konsep Perlindungan Anak 

a. Pelngelrti lan Anak 

Anak melrupakan selselorang yang di llahi lrkan dari l selbuah 

hubungan antara pri la dan wani lta. Hubungan antara pri la dan wani lta i lni l 

ji lka telrkai lt dalam suatu i lkatan pelrkawi lnan lazi lmnya di lselbut delngan 

suami l i lstril.
25

 

Pelngelrti lan anak melnurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 Telntang Pelrli lndungan Anak. Dalam pasal 1 Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Telntang pelrli lndungan anak yang di lmaksud 

anak adalah selselorang yang bellum belrusi la 18 (dellapan bellas) tahun, 

telrmasuk anak yang masi lh di ldalam kandungan. 

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 telntang 

kelseljahtelraan Anak melnelntukan bahwa hak-hak anak belrupa : 

1) Kelseljahtelraan  

2) Pelrawatan  

3) Asuhan  

4) Bi lmbi lngan  

5) Pellayanan untuk melngelbangkan kelmampuan dan kelhi ldupan sosi lal 
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6) Pelmelli lharaan dan pelrli lndungan, bai lk selmasa dalam kandungan 

maupun selsudah di llahi lrkan 

7) Pelrli lndungan dari l li lngkungan hi ldup yang dapat melmbahayakan 

pelrtumbuhan dan pelrkelmbangannya. 

b. Pelngelrti lan Pelrli lndungan Anak 

Pelrli lndungan anak melrupakan usaha dan kelgi latan selluruh 

lapi lsan masyarakat dalam belrbagai l keldudukan dan pelranan, yang 

melnyadari l beltul pelnti lngnya Anak bagi l Nusa dan Bangsa di lkelmudi lan 

Hari l. Apabi lla pelrtumbuhan fi lsi lk, melntal dan sosi lalnya tellah matang, 

maka ti lba saatnya melngganti lkan gelnelrasi l telrdahulu. Upaya-upaya 

pelrli lndungan anak harus di lmulail seldi lni l mungki ln, agar kellak anak 

dapat belrparti lsi lpasi l selcar aopti lmal dalam pelmbangunan nelgara26
. 

c. Pelrli lndungan Hak Asasi l Anak 

Pelrli lndungan hak asasi l anak yai ltu melleltakkan hak asasi l anak 

keldalam kelhi ldupan masyarakat selbagai l belntuk pelrli lndungan telrhadap 

kelpelnti lngan-kelpelnti lngan anak yang melngalami l masalah sosi lal. Anak 

melmi llilki l hak dan kelwaji lban yang telrtuang dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2014 Telntang pelrubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Telntang Pelrli lndungan Anak. 
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5. Tugas dan Kewenangan Kepolisian RI 

a. Pelngelrti lan kelpoli lsi lan Relpubli lk Ilndonelsi la 

Ilsti llah kelpoli lsi lan dli lhat dari l konsti ltusi l nelgara undang-undang 

Dasar Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945, yang telrmuat dildalam bab XIlIl  

Pasal 30 ayat (4) adalah “kelpoli lsi lan Relpublilk Ilndonelsi la selbagai l alat 

nelgara yang melnjaga kelamanan dan keltelrti lban masyarakat yang 

belrtugas melli lndungi l, melngayomi l, mellayani l masyarakat selrta 

melnelgakkan hukum” 

Pelngelrti lan kelpoli lsi lan melnurut pasal 1 angka 1 Undang-undang 

Relpubli lk Ilndonelsi la Nomor 2 tahun 2002 telntang kelpoli lsi lan Nelgara 

Relpubli lk Ilndonelsi la, “kelpoli lsi lan adalah selgala hal-i lkhwah yang 

belrkai ltan delngan fungsi l dan lelmbaga poli lsi l selsuai l delngan pelraturan 

pelrundangan”. Kelmudi lan melurut Undang-undang Nomor 2 tahun 

2002 telntang kelpoli lsi lan Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la yang pada pasal 2 

yang belrbunyi l.” Fungsi l kelpoli lsilan adalah salah satu fungsil 

pelmelri lntahan nelgara di lbi ldang pelmelli lharaan kelamanan dan keltelrti lban 

masyarakat, pelnelgakan hukum, pelrli lndungan, pelngayoman, dan 

pellayanan kelpada masyarakat” . dan juga pada pasal 4 “kelpoli lsi lan 

Relpubli lk Ilndonelsi la belrtujuan untuk melwujudkan kelamanan dan 

keltelrti lban masyarakat, telrti lb dan telgaknya hukum, telrsellelnggaranya 

pelrli lndungan, pelngayoman, dan pellayanan kelpada masyarakat, selrta 

telrbi lnanya keltelntraman masyarakat delngan melnjunjung ti lnggi l hak 

asasi l manusi la” . untuk i ltu polilsi l melrupakan bagi lan dari l masyarakat i ltu 
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selndi lri l yang belrada di ldalam pelmelri lntahan yang belrtugas melnjaga agar 

masyarakat telrselbut telrli lndungi l. 

b. Tugas dan kelwelnangan kelpoli lsi lan Relpubli lk Ilndonelsi la 

Melnurut Undang-undang tahun 2002 telntang  kelpoli lsan Nelgara 

Ilndonelsi la, Pasal 5 Ayat (1) yang belrbunyi l :” kelpoli lsi lan Nelgara 

Relpubli lk Ilndonelsi la melrupakan alat Nelgara yang belrpelran dalam 

melmelli lhara kelamanan dan keltelrti lban masyarakat, melnelgakkan 

hukum, selrta melmbelri lkan pelrli lndungan, pelngayoman, dan pellayanan 

kelpada masyarakat dalam rangka telrpelli lharanya kelamanan dalam 

nelgri l” . dan pasal 13 UU kelpoli lsi lan No 2 tahun 2002 telntang Tugas 

pokok kelpoli lsi lan Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la adalah: 

1) Melmelli lhara kelamanan dan keltelrti lban masyarakat 

2) Melnelgakkan Hukum dan ; 

3) Melmbelri lkan pelrli lndungan, pelngayoman, dan pellayanan kelpada 

masyarakat. 

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 telntang 

kelpoli lsi lan Pasal 14 ayat (1) melngelnai l Relpubli lk Ilndonelsi la tugas 

kelpoli lsi lan adalah: 

1) Mellaksanakan pelngaturan, pelnjagaan, pelngawalan, dan patroli l 

telrhadap kelgi latan masyrakat dan pelmelri lntahan selsuai l kelbutuhan; 

2) Melnyellelnggarakan selgala kelgi latan dalam melnjami ln kelamanan, 

keltelrti lban, dan kellancran lalulilntas di ljalan; 

3) Melmbi lna masyarakat untuk melni lngkatkan parti lsilpasi l masyarakat, 

kelsadaran hukum masyrakat selrta keltaatan warga masyarakat 
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telrhadap hukum dan pelraturan pelrundang-undangan 

4) Turut selrta dalam pelmbi lnaan hukum nasi lonal; 

5) Melmelli lhara keltelrti lban dan melnjami ln kelamanan umum; 

6) Mellakukan koordi lnasi l, pelngawasan, dan pelmbi lnaan telkni ls 

telrhadap kelpoli lsi lan khusus, pelnyi ldi lk pelgawai l nelgri l silpi ll, dan 

belntuk-belntuk pelngamanan swakakarsa; 

7) Mellakukan pelnyelli ldi lkan dan pelnyi ldi lkan telrhadap selmua ti lndak 

pi ldana selsuai l delngan hukum acara pi ldana dan pelraturan 

pelrundang-undangan lai lnnya; 

8) Melnyellelnggarakan i ldelnti lfilkasi l kelpoli lsi lan, keldoktelran kelpoli lsi lan, 

laboratorilum forelnsi lk dan psi lkologi l kelpoli lsi lan untuk kelpelnti lngan 

tugas kelpoli lsi lan; 

9) Melli lndungi l kelsellamatan ji lwa raga, harta belnda, masyarakat dan 

li lngkungan hi ldup daril gangguan keltelrti lban dan/atau belncana 

telrmasuk melmbelri lkan bantuan dan pelrtolongan delngan 

melnjunjung ti lnggi l hak asasi l manusi la; 

10)  Mellayani l kelpelnti lngan warga masyarakat untuk selmelntara 

selbellum di ltangani l olelh i lnstansil dan/atau pi lhak yang belrwelnang; 

11) Melmbelri lkan pellayanan kelpada masyarakat selsuai l delngan 

kelpelnti lngan dalam li lngkungan tugas kelpoli lsi lan; selrta  

12)  Mellaksanakan tugas lai ln selsuai l delngan pelraturan pelrundang-

undangan. 
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Kelpoli lsi lan Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la selsuai l delngan pelraturan 

pelrundang-undangan lai lnnya belrwelnang (pasal 15 ayat 2): 

1) Melmbelri lkan i lzi ln dan melngawasi l kelgi latan kelramai lan umum dan 

kelgi latan masyarakat lai lnnya (tata cara pellaksanaan di latur delngan 

Pelraturan Pelmelri lntahan); 

2) Melnyellelnggarakan relgi lstrasil badan i ldelnti lfi lkasi l kelndelraan 

belrmotor; 

3) Melmbelri lkan surat i lzi ln melngelmudi l kelndraan belrmotor (tata cara 

pellaksanaan di latur delngan Pelraturan Pelmelri lntahan); 

4) Melnelri lma pelmbelri ltahuan telntang kelgi latan poli ltilk; 

5) Melmbelri lkan i lzi ln dan mellakukan pelngawasan selnjata apil, bahan 

pelleldak, dan selnjata tajam; 

6) Melmbelri lkan i lzi ln opelrasi loanal dan mellakukan pelngawasan 

telrhadap badan usaha di lbi ldang jasa pelngamanan; 

7) Melmbelri lkan peltunjuk, meldi ldi lk, dan melli lhat aparat kelpoli lsi lan 

khusus dan peltugas pelngamanan swakarsa dalam bi ldang telkni ls 

kelpoli lsi lan; 

8) Mellakukan kelrja sama delngan kelpoli lsi lan nelgara lailan dalam 

melnyi ldi lk dan melmbelrantas keljahatan i lntelrnasi lonal; 

9) Mellakukan pelngawasan fungsi lonal kelpoli lsi lan telrhadap orang 

asi lng yang belrada dilwillayah Ilndonelsi la delngan koordi lnasil i lnstansi l 

telrkai lt; 

10)  Melwaki lli l pelmelri lntahan Relpubli lk Ilndonelsi la dalam organi lsasil 
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kelpoli lsi lan i lntelrnasi loanal;dan 

11)  Mellaksanakan kelwelnangan lailn yang telrmasuk dalam li lngkup 

tugas kelpoli lsi lan. 

Dalam rangka melnye llelnggarakan tugas bi ldang prosels pi ldana, 

kelpoli lsi lan nelgara relpubi llk Ilndonelsi la belrwelnang untuk (pasal 16 ayat 

1): 

1) Mellakukan pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan, dan 

pelnyi ltaan; 

2) Mellarang selti lap orang melni lnggalkan atau melmasuki l telmpat 

keljadi lan pelrkara untuk kelpelnti lngan pelnyi ldi lk; 

3) Melmbawa dan melnghadapkan orang kelpada pelnyi ldi lk dalam 

rangkai lan pelnyi ldi lk; 

4) Melnyuruh belrhelnti l orang yang di l curi lgai l dan  melnanyakan selrta 

melmelri lksa tanda pelngelnal di lril; 

5) Mellakukan pelmelri lksaan dan pelnyi ltaan surat; 

6) Melmanggi l orang untuk di ldelngar dan di lpelri lksa selbagai l telrsangka 

atau saksi l; 

7) Melndatangkan orang ahli l yang di lpelrlukan dalam hubungannya 

delngan pelmelri lksaan pelrkara; 

8) Melngadakan pelnghelnti lan pelnyi ldi lkan; 

9) Melnyelrahkan belrkas pelrkara kelpada pelnuntut umum; 

10) Melngajukan pelrmi lntaan selcara lansung kelpada peljabat ilmi lgrasil 

yang belrwelnang di ltelmpat pelmelri lksaan i lmi lgrasi l dalam keladaan 
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melndelsak atau meldadak untuk melncelgah atau melnangkal orang 

yang di lsangka mellakukan tilndak pi ldana. Melmbelri l peltunjuk dan 

bantuan pelnyi ldi lkkan kelpada pelnyi ldi lk pelgawai l nelgri l si lpill selrta 

melnelri lma hasi ll pelnyi ldi lkan pelnyi ldi lk pelgawai l nelgri l si lpi ll untuk 

di lselrahkan kelpada pelnuntut umum; dan 

11) Melmbelri l peltunjuk dan bantuan pelnyi ldi lkkan kelpada pelnyi ldi lk 

pelgawai l nelgri l si lpi ll selrta melnelri lma hasi ll pelnyi ldi lkan pelnyi ldi lk 

pelgawai l nelgri l si lpill untuk delselrahkan kelpada pelnuntun umum; dan 

12) Melngadakan ti lndakan lai ln melnurut hukum yang belrtanggung 

jawab. 

c. Uni lt Pelrli lndungan Pelrelmpuan dan Anak 

Dalam ti lndak Pi lndana Elksplotasi l bi ldang yang telrkai lt dalam 

pelnye llelsai lan ti lndak Pi ldana Elksploi ltasi l adalah Sat Relskri lm dan uni lt 

Pelrli lndungan Pelrelmpuan dan anak (PPA) . Satuan Relskri lm belrtugas 

melmbilna fungsil dan melnye llelnggarakan kelgi latan-kelgi latan pelnyelli ldi lkan 

dan pelnyi ldi lkan ti lndak pi ldana telrmasuk fungsi l i ldelnti lfi lkasi l dalam 

rangka pelnelgakan hukum, koordi lnasi l dan opelrasi lonal dan admi lni lstrasi l 

pelnyi ldi lkan PPNS selsui l keltelntuan-keltelntuan dan pelraturan yang 

belrlaku. Dalam mellaksanakan tugas selbagai lmana di lmaksud pada ayat 

(2), Sat Relskri lm melnye llelggarakan fungsi l :
27

 

1) Pelmbi lnaan telkni ls telrhadap admi lni lstrasi l pelnye lli ldi lkan dan 

pelnyi ldi lkan, selrta i ldelnti lfi lkasi l dan laboratori lum forelnsi lc lapangan; 
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2) Pellayanan dan pelrli lndungan khusus kelpada relmaja,anak, dan 

wani lta bai lk selbagai l pellaku maupun korban selsuai l delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan; 

3) Pelngi ldelnti lfi lkasi lan untuk kelpelnti lngan pelnyi ldi lkan dan pellayanan 

umum; 

4) Pelnganali lsi lan kasus belselrta pelnanganannya, selrta melngkaji l 

elfelkti lvi ltas pellaksanaan tugas SatRelskri lm; 

5) Pellaksanaan pelngawasan pelnyi ldi lkan ti lndak pi ldana yang di llakukan 

olelh pelnyi ldi lk pada uni lt Relskri lm Polselk dan SatRelskri lm polrels; 

6) Pelmbi lnaan, koordi lnasi l dan pelngawasan PPNS bai lk dil bildang 

opelrasi lonal maupun admi lnilstrasi l pelnyi ldi lkan selsuai l delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundnag-undangan; 

7) Pelnyelli ldi lkan dan pelnyi ldi lkan ti lndak pi ldana umum dan khusus, 

antara lai lan ti lndak pi ldana elkonomi l, korupsi l, dan ti lndak pi ldana 

telrtelntu di l daelrah Hukum Polrels. 

Adapun struktur dari l pada UNIlT  PPA dilatur di l dalam 

Pelraturan kapoli lsi lan pada Pasal 3 yang belrbunyi l selbagai l belri lkut  : 

1) Uni lt PPA belrtugas melmbelri lkan pellayanan dalam belntuk 

pelrli lndungan telrhadap pelrelmpuan dan 

2) Anak yang melnjadi l korban keljahatan dan pelnelgakan hukum 

telrhadap pellakunya. 

Sellanjutnya pasal 8 melnjellaskan bagai lmana Pani lt i ldi lk 

belrtanggung jawab kelpada kani lt PPA. 
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1) Pani lt ildi lk belrtugas mellaksanakan pelnyi ldi lkan dan pelnyelli ldi lkan 

pellaku keljahatan telrhadap pelrelmpuan dan anak. 

2) Dalam mellaksanakan tugasnya Pani lt ildi lk belrtanggung jawab 

kelpada kani lt PPA. 

a. Tahapan pelnyi ldi lkan 

Pelnyelli ldi lkan melrupakan ti lndakan tahap pelrtama pelmulaan 

“pelnyi ldi lkan. Akan teltapi l harus di li lngat, pelnye lli ldi lkan bukan ti lndakan 

yang belrdi lri l selndi lri l telrpi lsah dari l fungsi l pelnyi ldi lkan. Pelnyelli ldi lkan 

melrupakan bagi lan yang tak telrpi lsahkan dari l fungsi l pelnyi ldi lkan 

pelnye lli ldi lkan melrupakan salah satu cara atau meltodel atau sub dari l pada 

fungsi l pelnyi ldi lkan yang melndahului l ti lndakan lai ln, yai ltu pelni lndakan 

yang belrupa pelnangkapan, pelnahanan, pelnggelleldahan, pelnyi ltaan, 

pelmelri lksaan surat, pelmanggi llan, ti lndakan pelmelri lksaan, dan 

pelnye lrahan belrkas pada pelnuntut umum. 

 Jadil selbellum di llakan ti lndakan pelnyi ldi lkan, di llakukan dulu 

pelnye lli ldi lkan olelh peljabat pelnye lli ldi lk, delngan maksud dan tujuan 

melngumpulkan “bukti l pelmulaan” atau “bukti l yang cukup” agar dapat 

di llakukan ti lndak lanjut pelnyi ldi lkan. Pelnye lli ldi lkan dapat di lsamakan 

delngan pelngelrti lan “ti lndakan pelngusutan” selbagai l usaha melncari l dan 

melmajukan jeljak belrupa keltelrangan dan bukti l-bukti l selsuatu pelri lsti lwa 

yang di lduga melrupakan ti lndak pi ldana 

Tahapan pelnyi ldi lkan melrupakan salah satu bagi lan pelnti lng 

dalam rangkai lan tahap-tahap yang harus di llalui l satu kasus melnuju 

pelngungkapan telrbukti l atau ti ldaknya dugaan tellah telrjadi lnyan suatu 
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ti lndak pildana .Olelh selbab iltu kelbelradaan tahap pelnyi ldi lkan ti ldak bi lsa 

di llelpaskan dari l adanya keltelntuan pelrundangan yang melngatur 

melngelnai l ti lndak pi ldananya
28

. 

Pelnyi ldi lkan suatu i lsti llah yang di lmaksudkan seljajar delngan 

pelngelrti lan opspori lng (Bellanda) dan i lnvelsti lgati lon (Ilnggri ls) atau 

pelnyi lasatan atau si lasat (Malaysi la) .Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 

8 Tahun 1981 Telntang KUHAP, pelnyi ldi lk adalah peljabat Poli lsil Nelgara 

Relpubli lk Ilndonelsi la atau Peljabat pelgawai l Nelgri l  Silpi ll telrtelntu yang di l 

belru welwelnang khusus olelh Undang-undang untuk mellaksanakan 

pelnyi ldi lkan. 

Pasal 1 ayat (2) Pelrturan Kelpala Kelpoli lsi lan Relpubli lk Ilndonelsi la 

Telntang Melnajelmeln Pelnyi ldi lkan Ti lndak Pi ldana, melmbelri l delfelni lsil 

pelnyi ldi lkan selbagai l belri lkut: “Selrangkai lan ti lndakan pelnyi ldi lkan dala hal 

dan melnurut cara yang di latur dalam Undang-undang i lni l untuk melncari l 

selrta melngumpulkan bukti l yang delngan bukti l i ltu melmbuat telrang 

telntang ti lndak pi ldana yang telrjadi l dan guna melnumukan telrsangka” 

Selbagai lmana di latur dalam pasal 1ayat (2) KUHAP di latas, 

melnjellaskan bahwa pelnyi ldi lkan adalah selti lap ti lndakan pelnyi ldi lk untuk 

melncari l bukti l-bukti l yang dapat melyaki lnkan atau melndukung 

kelyaki lnan bahwa pelrbuatan pi ldana atau pelrbuatan yang di llarang olelh 

keltelntuan pi ldana i ltu belnar-belnar telrjadi l. Pelngumpulan bahan 

keltelrangan untuk melndukung kelyaki lnan bahwa pelrbuatan pi ldana i ltu 
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tellah telrjadi l, harus di llakukan delngan cara melmpelrti lmbangkan delngan 

selksama makna dari l kelmauan hukum selsungguhnya, delngan parameltelr 

apakah pelrbuatan atau pelri lsti li lwa pi ldana (krmi lnal) i ltu belrtelntangan 

delngan ni llai l-ni llai l yang hi ldup pada komuni ltas yang di l masyarakat 

seltelmpat, mi lsalanya pelrbuatan i ltu nyata-nyata melrugi lkan pi lhak lai ln dil 

pelri lsti lwa telrselbut
29

.  

b. Tahapan pelnuntutan 

Pelnuntutan adalah ti lndakan pelnuntut umum untuk 

melli lmpahkan pelrkara kel pelngadi llan nelgri l yang belwelnang. Jaksa 

pelnuntut umum (JPU) akan melmi lnta Haki lm Pelngadi llan Nelgri l untuk 

melmelri lksa dan melmutuskan pelrkara. 

Pada Pasal 1 butilr 1 KUHAP delselbutkan melngelnai l delfelni lsi l 

pelnuntutan adalah: “pelnuntutan adalah ti lndakan pelnuntut umum untuk 

melli lmpahkan pelrkara pi ldana kel Pelngadi llan Nelgri l yang belrwelnang 

dalam hal dan melnurut cara yang di latur dalam KUHAP delngan 

pelrmi lntaan supaya di lpelri lksa dan di lhapus olelh haki lm dil si ldilng 

pelngadi llan” . Adapun yang di lmaksud delngan pelnuntut umum adalah 

jaksa yang di lbelri l welwelnang olelh KUHAP untuk mellakukan 

pelnuntutan dan mellaksanakan pelneltapan Haki lm ( pasal 1 angka 6 

KUHAP), Seldangkan Jaksa i ltu selndi lri l adalah peljabat yang di lbelri l 

welwelnang olelh KUHAP untuk belrti lndak selbagai l pelnuntut umum selrta 

mellaksanakan putusan pelngadi llan yang tellah melmpelrolelh kelkuatn 
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hukum teltap. 

Seldangkan melnurut Wi lrjono Prodjodi lkoro melnye lbut delngan 

telgas bahwa pelnuntutan adalan melnuntut seloarang telrdakwa di lmuka 

Haki lm Pildana delngan melnye lrahkan pelrkara selorang telrdakwa delngan 

belrkas pelrkaranya kelpada haki lm, delngan pelrmohonan, supaya haki lm 

melmelri lksa dan kelmudi lan melmutuskan pelrkara pildana i ltu telrhadap 

telrdakwa
30

. 

c. Tahapan pelrsi ldangan 

Melngadi lli l adalah selrangkai lan ti lndakan haki lm untuk melnelri lma, 

melmelri lksa dan melmutus pelrkara pi ldana belrdasarkan asas belbas, jujur 

dan tildak melmi lhak. Haki lm melngadi lli l kasus di ldelpan si ldilng 

pelngadi llan. 

d. Elkselkusi l Putusan Pelngadi llan 

Bi lla selmua pi lhak seltuju delngan putusan pelngadi llan, maka 

putusan akan melmi lli lki l kelkuatan hukum teltap, dan di lsusul delngan 

pellaksanaan elkselkusi l. Elkselkusi l adalah pellaksanaan putusan 

pelngadi llan yang sudah melmi llilki l kelkuatan hukum teltap. elkselkusi l akan 

di llaksanakan olelh jaksa pelnuntut Umum.  

Tapi l bi lla salah satu pi lhak kelbelratan delngan putusan tilngkat 

pelrtama maka bi lsa melngajukan bandi lng .untuk melnelri lma bandi lng/kasasi l, 

di lpelrlukan dasar hukum dan alasan yang kuat.Untuk iltu selbai lknya mi lnta 

nasi lhat kelpada dari l pelngacara bi lla i lngi ln melngajukan bandi lng atau kasasi l. 
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B.  Tinjauan Penelitian Terdahulu     

Belrdasarkan pelmelri lksaan pelnuli ls yang pelnuli ls lakukan di l 

pelrpustakaan Uni lvelrsi ltas i lslam Nelgri l Sultan Syari lf Kasi lm Ri lau bahwa 

pelnelli lti lan melngelnai l Pelnelgakan Hukum Pi ldana Elksploiltasi l Selks Komelrsi lal 

telrhadap Anak Di l Kelpoli lsilan Relsor Kampar bellum pelrnah di llakukan 

pelnelli lti lan.Sellanjutnya pelnuli ls juga mellakukan pelnellusuran telrhadap 

pelnelli lti lan yang melmi lli lki l kelsamaan. Adapun judul yang belrkai ltan delngan olelh 

pelnuli ls adalah: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

    No. Pe Penelitian Terdahulu Perbedaan 

1.  Ti lnjauan Yuri ldi ls 

Telrhadap Ti lndak 

Pildana Pelrdagangan 

Anak (Studi l kasus 

Putusan Nomor 

14/pi ld.B/2013/PN.Mks) 

Pelnelli lti lan Telrdahulu : Melmbahas 

melngelnai l ti lnjauan yuri ldi ls telrhadap ti lndak 

pi ldana pelrdagangan anak Studi l kasus 

Putusan Nomor 14/pi ld.B/2013/PN.Mks 

Pel Pelnelli lti l: Rumusan Masalah Bagai lmana 

pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana  

elksploi ltasi l selksual telrhadap anak di l 

kelpoli lsi lan relsor Kampar dan Apa Fakto 

Pelnghambat dalam pelnelgakan hukum 

ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selksual telrhadap 

anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar 

2.   Pelran Di lnas Sosi lal 

Dalam Pelnelgakan 

Elksploi ltasi l Anak di l 

kota Banda Acelh 

P  Pelnelli lti lan Telrdahulu : melmbahas 

bagai lmana pelran di lnas sosi lal kota banda 

Acelh dalam mellakukan pelnanganan kasus 

elksploi ltasi l telrhadap anak 

P  Pelnelli ltil: Rumusan Masalah Bagai lmana 

pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana  

elksploi ltasi l selksual telrhadap anak di l 

kelpoli lsi lan relsor Kampar dan Apa Fakto 

Pelnghambat dalam pelnelgakan hukum 

ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selksual telrhadap 

anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar 

3.  Pelnelrapan Sanksi l 

Pildana Telrhadap Anak 

selbagai l Pellaku Ti lndak 

Pildana Elksplotasi l Selks 

Pel Pelnelli ltil Telrdahulu : dasar hukumnya 

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 

telntang si lstelm pelradi llan pi ldana anak. 

P  Pelnelli ltil : Rumusan Masalah Bagai lmana 
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    No. Pe Penelitian Terdahulu Perbedaan 

komelrsi lal pada Anak pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana  

elksploi ltasi l selksual telrhadap anak di l 

Kelpoli lsi lan relsor Kampar dan Apa Faktor 

Pelnghambat dalam pelnelgakan hukum 

ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selksual telrhadap 

anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jelni ls pelnelli lti lan yang di lgunakan pelnuli ls dalam pelnelli lti lan i lni l adalah 

ti lpel pelnelli lti lan hukum yuri ldi ls sosi lologi ls, Pada pelnelli lti lan Yuri ldi ls sosi lologi ls 

yai ltu melngi ldelnti lfi lkasi l dan melngkonselpsi lkan hukum selbagai l i lnsti ltusi l sosi lal 

yang ri lll dan fungsi lonal dalam systelm kelhi ldupan yang nyata. 
31

Pelndelkatan 

yuri ldi ls sosi lologi ls adalah melnelkankan pelnelli lti lan yang belrtujuan melmpelrolelh 

pelngeltahuan hukum selcara elmpi lri ls delngan jalan tujuan lansung kel objelknya, 

yai ltu melngeltahui l Pelnelgakan Hukum Ti lndak Pi ldana Elksploi ltasi l Selks 

Komelrsi lal Telrhadap Anak di l Kelpoli lsi lan Relsor Kampar atau pelndelkatan 

pelnelli lti lan yang melnggunakan aspelk hukum (pelraturan pelrundang-undangan 

atau kelnyataan di llapangan) belrkelnaan delngan pelrmasalahan yang akan 

di lbahas. 

B. Pendekatan Masalah 

Adapun pelndelkatan masalah  yang di lgunakan dalam pelnelli lti lan i lni l 

adalah meltodel kuali ltati lf dalam pelnelli lti lan i lni l, di lmana pelnuli ls ankan 

melnganasi lli lsi ls data dan fakta yang di lpelrolelh kelti lka mellakukan pelnelli lti lan, 

yang akan melnghasi llkan data anali lti lk atau data yang di lkelmukakan olelh 

relspondeln bai lk selcara telrtuli ls maupun tildak dan di lselrtai l delngan pri llaku nyata 

dan di lpellajari l. dalam beltuk satu kelsatuan yang utuh.
32
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C. Lokasi Penelitian 

Untuk melndapatkan data dan keltelrangan yang di lpelrlukan dalam 

pellaksanaan pelnelli lti lan, maka pelnelli lti ln i lni l di llakukan pada Kelpoli lsi lan Relsor 

Kampar yang belrada di l JL.Prof.M. Yami ln SH No.455 Bangki lnang. Lokasi l i lnil 

di lpi llilh karelna kasus yang di ltelli lti l telrjadi l dil wi llayah Kampar dan Polrels 

Kampar yang melnangani l kasus telrselbut
33

. 

D. Informan Penelitian 

Ilnforman pelnelli lti lan yang subelk pelnelli lti lan yang mana dari l melrelka data 

pelnelli lti lan dapat di l pelrolelh, melmi llilki l pelngeltahuan luas dan melndalam 

melngelnai l pelrmasalahan pelnelli lti lan selhi lngga melmbelri lkan i lnformasi l yang 

belrmanfaat. Ilnforman juga belrfungsi l selbagai l pelmbelri l umpan bali lk telrhadap 

data pelnelli lti lan. 

1. Uni lt PPA Kelpolilsi lan Relsor Kampar 

2. Anggota Uni lt PPA / Pelnyi ldi lk Pelmbantu 

3. Tokoh Masyarakat 

4. Korban E lksploi ltasi l 

Tabel III.I 

Informan Penelitian 

 

No Keterangan  Informan 

1 Kelpala Uni lt 2 PPA Kampar 1 Orang  

2 Anggota Uni lt PPA / Pelnyi ldi lk Pelmbantu 1 Orang 

3 Tokoh Masyarakat Selki ltar 1 Orang 

4 Korban Elksploi ltasi l  2 Orang  

 Jumlah  5 Orang  

Sumbelr Data: Polrels Bangki lnang 2023 

  

                                                      
33

 Bungin burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda 

2010), h. 105 



 

 

36 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data pri lmelr adalah data yang di lpelrolelh lansung olelh pelnelli lti l 

delngan melngumpulkan data dari l i lnstrumeln pelnelli ltilan delngan wawancara 

telrhadap para pi lhak yang ada hubungannya delngan pelrmasalahan yang 

pelnuli ls telli ltil. Data yang di lpelrolelh selcara lansung di l lapangan yang di ldapat 

dari l wawancara delngan pi lhak Sat Relskri lm, Uni lt PPA  Kelpoli lsi lan Relsor  

Kampar (Polrels) dan masyarakat yang belrdomi lsi lli l dil Kabupateln Kampar 

yang belrhubungan delngan apa yang di ltelli lti l yai ltu Pelnelgakan Hukum 

Elksploi ltasil Selks Komelrsi lal telrhadap anak di l Kelpoli lsilan Relsor Kampar. 

2. Data Sekunder 

Data selkundelr adalah data yang di lpelrolelh pelnelli ltil dari l belrbagai l 

studil kelpustakaan selrta pelraturan pelrundang-undangan, buku-buku 

li ltelratur selrta pelndapat para ahli l yang belrkai ltan delngan pelrmasalahan 

pelnelli lti lan.  

Adapun bahan hukum yang melngi lkat yang di lkelluarkan olelh 

pelmelri lntah yang belrbelntuk pelraturan pelrundang-undangan belrhubungan 

delngan pelnelli lti lan ,yang telrdi lri l dari l : 

a. Undang-undang dasar 1945 

b. Ki ltab Undang-undang Hukum Pildana (KUHP) 

c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 telntang Kelseljahtelraan anak 

d. undang Nomor 35 tahun 2014 telntang pelrubahan atas Undang-undang 

RIl Nomor 23 tahun 2002 telntang pelrli lndungan anak atau Pasal 2 ayat 
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1 Undang-undang RIl Nomor 27 tahun 2007 telntang Pelmbrantasan 

ti lndak pi ldana pelrdagangan orang 

e. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 telntang Kelpoli lsi lan Nelgara 

Relpubli lk Ilndonelsi la 

f. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telntang Pelrubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telntang pelrli lndungan Anak 

3. Data Tersier  

Data telrsi lelr murapakan sumbelr data yang di l pelrolelh selcara ti ldak 

langsung, Data telrselbut bi lsa di lpelrolelh dari l jurnal, welbsi ltel, dan liltelraturel-

li ltelratur yang ada hubungan delngan pelnelli lti lan i lni l. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Telkni lk pelngumpulan data yang di lgunakan yai ltu delngan mellakukan 

pelngamatan lansung kel lapangan dan yang melnjadi l objelk pelnelli ltilan. Maka 

dari l i ltu untunk melmpelrolelh data yang di l pelrlukan, pelnelli lti l melnggunakan 

telrkni lk pelngumpulan data selbagai l belri lkut:  

1. Observasi 

Obselrvasi l adalah kelgi latan pelngumpulan data dan pelnelli lti lan 

delngan melli lhat lansung kel objelk pelnelli lti lan yang melnjadi l fokus pelnelli lti lan 

yang di l kelnal delngan i lstillah obselrvasi l. Dalam hal i lni l pelnelli lti l telrjun 

lansung kel lapangan untuk melngumpulkan data. Obselrvasi l di llakukan 

selsuai l delngan tujuan pelnelli lti lan dan di llakukan selcara si lstelmati ls dan 

telrelncana. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu meltodel pelngumpulan datan delngan 

mellakukan komuni lkasi l antara satu orang delngan yang lai lnnya untuk 

melndapatkan suatu i lnformasi l yang jellas dan akurat. Dalam rangka 

melngumpulkan data yang lelngkap dan akurat, maka di lgunakan telkni lk 

wawan ara selmi l telrsturktur yai ltu wawancara belbas teltapi l teltap fukus pada 

masalah yang di ltelli ltil, Wawancara di llakukan delngan belbelrapa pi lhak yakni l 

Sat Relskri lm Polrels Kampar, Anggota Uni lt PPA. 

3. Kajian Kepustakaan 

Data kelpustakaan yang di lpelrolelh melrupakan hasi ll dari l pelnelli lti lan 

kelpustakaan yang belrsumbelr dari l pelraturan pelrundang-undangan, buku 

buku hukum atau bahan lai lnnya. 

 

G. Analisis Data 

Telkni lk anali lsi ls telrhadap bahan hukum yang tellah telrkumpul di llakukan 

delngan tahapan i lnvelntari lsasi l, i ldelnti lfi lkasi l, dan klasi lfi lkasi l selcara si lstelmati ls, 

bahan hukum yang tellah di l kumpulkan dan dilkellompokkan dan kelmudi la 

di ltellaah delngan pelndelkatan pelrundang-undangan dan pelndelkatan kasus, 

kelmudi lan di lanali lsi ls delngan melnggunakan meltodel anali lsi ls yang belrsi lfat 

kuali ltati lf, yai ltu delngan cara mellakukan anali lsa melndalam selrta i lntelrprelstasi l 

telrhadap bahan hukum yang tellah di lkumpulkan.
34

 Meltodel pelnari lkan 

kelsi lmpulan dalam pelnelli lti lan i lni l melnggunakan meltodel deldukti lf, yakni l 

manari lk kelsi lmpulan dari l suatu pelrmasalahan yang belrsi lfat umum telrhadap 

pelrmasalahan konkri lt yang di l hadapi l.
35
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Belrdasarkan urai lan di l atas, pelnuli ls melngambi ll kelsi lmpulan selbagai l 

belri lkut: 

1. Pellaksanaan pelnelgakan hukum ti lndak pi ldana elksploiltasi l selks komelrsi lal 

telrhadap anak di l kelpoli lsilan relsor kampar bellum telrlaksana selcara 

maksi lmal, mulail dari l tahap pelnyelli ldi lkan,pelnyi ldi lkan dan pelnahanan  

bellum ada ruangan khusus telmpat pelmelri lksaan anak. Selhi lngga pelnelgakan 

hukum telrhadap kasus ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selks komelrsi lal telrhadap 

anak i lni l bellum telrlaksanakan selcara maksi lmal karelna bellum dapat 

melmbelri lkan hak-hak anak selbagai lmana yang di l atur olelh Undang-undang. 

2. Hambatan yang di l hadapi l dalam pelnelgakan hukum tilndak pi ldana 

elksploi ltasi l selks komelrsi lal telrhadap anak di l kelpoli lsilan relsor kampar yai ltu 

ada 2 (dua) faktor yai ltu faktor i lntelrnal dan elkstelrnal. Faktor i lntelrnal yang 

melnjadi l hambatan antara lai ln faktor dari l kunti ltas dan kuli ltas pelrsoni ll selrta 

dana yang telrbatas telrhadap opelrasi lonal pelnyelli ldilkan dan pelnyi ldi lkan, 

bellum adanya fasi lli ltas yang melndukung untuk korban selpelrti l rumah 

aman,dan ruangan pelmelri lksaan khusus anak. Seldangkan faktor elkstelrnal 

adalah korban yang belrusi la di l bawah umur  bi lasanya suli lt belrki lmuni lkasi l 

dalam hal melmbelri lkan keltelrangan telrhadap ti lndakan yang seldang i la 

alami l, kuranganya kelsadaran masyarakat di l wi llayah kabupateln kampar 

selhi lngga pelncelgahan dan pelni lndakan bellum belrjalan selcara melnye lluruh. 
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B. Saran 

Dari l urai lan dan kelsi lmpulan di l atas, pelnuli ls melmbelri lkan saran selbagai l 

belri lkut: 

1. Telrhadap pelnelgakan hukum tilndak pi ldana elksploi ltasil selks komelrsi lal 

telrhadap anak di l Kelpoli lsilan Relsor Kampar selbagai l garda telrdelpan 

melngambi ll langkah yang telgas dan tuntas dalam mellakukan pelnelgakan 

hukum delngan melmbelri lkan elfelk jelra kelpada pellaku agar ti ldak 

melngulangi l ti lndak pi ldana elksploi ltasi l selks komelrsi lal. Kelpada pi lhak 

Kelpoli lsi lan dan i lnstansi l dalam mellakukan koordi lnasi l agar lelbi lh optilmal 

melnangani l kasus ti lndak pi ldana kelkelrasan selksual maupun elksploiltasi l selks 

komelrsi lal telrhadap anak. Selsuai l delngan Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2014 telntang pelrli lndungan Anak,agar belrjalan selbagai l mana melsti lnya.  

2. Dan kelpada masyrakat juga selbai lknya i lkut melndukung untuk melnci lptakan 

li lngkungan yang aman, selhi lngga dapat melmi lni lmali lsilr telrjadi lnya suatu 

keljahatan di lli lngkungan telmpat ti lnggal telrselbut.
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